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“BAB 13

Manajemen Keuangan

Dr. Siti Aisyah, M.Si.

Ringkasan

Manajemen keuangan sektor publik adalah pengelolaan
keuangan negara (pusat dan daerah) , yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban anggaran.,

Anggaran negara adalah suatu pernyataan tentang perkiraan
pengeluaran dan penerimaan yang diharapkan akan terjadi
dalam suatu periode,

Anggaran sektor publik berorientasi pada
pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat.
Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) adalah sistem
penganggaran yang berorientasi pada output organisasi.
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Pada bab ini akan diuraikan tentang manajemen keuangan
sektor publik. Pembahasan manajemen keuangan sektor publik
tidak terlepas dari pembahasan tentang anggaran beserta
pengelolaannya. Oleh karena itu pada Bab ini akan dibahas
tentang pengertian anggaran, jenis-jenis anggaran, pengelolaan
anggaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan anggaran,
pefaporan dan pertanggung jawaban anggaran.

Pengertian Anggaran

Rahardjo, dalam Wildavsky dan Naomi Caiden (2012:
xxi) mendefinisikan anggaran sebagai rencana keuangan yang
mencerminkan pilihan kebijakan suatu institusi atau lembaga
tertentu untuk suatu masa periode di masa yang akan datang.
Due {1985:62} mendefinisikan anggaran belanja pemerintah
sebagai berikut:

Rencana keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk
mengambil keputusan mengenai pengeluaran-pengeluaran
serta pengawasan lebih lanjut. Anggaran belanja memuat
data keuangan mengenai pengeluaran-pengeluaran dan
penerimaan-penerimaan dari tahun-tahun yang sudah lalu,
jumlah-jumlah taksiran untuk tahun yang sedang berjalan,
dan jumlah-jumlah yang diusulkan untuk tahun yang akan
datang. Tetapi sebagian besar dari ruang dalam anggaran
belanja digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran.

Berdasarkan defenisi tersebut di atas, maka pengertian
anggaran negara adalah suatu pernyataan tentang perkiraan
pengeluaran dan penerimaan yang diharapkan akan terjadi
dalam suatu periode di masa datang, serta data dari pengeluaran
dan penerimaan yang sesungguhnya terjadi di masa lalu. Dalam
pengertian yang sama, anggaran daerah memuat hal yang kurang
lebih sama dalam lingkup daerah. Dalam negara demaokrasi,
anggaran negara atau anggaran pemerintah berisi rencana-
rencana pemerintah yang diputuskan oleh pemerintah dengan
persetujuan dewan perwakilan rakyat (Due, 1985:53). Lebih
lanjut dikatakan oleh (Due, 1985:54), sebagai berikut:




Rencana-rencana pemerintah  tersebut  sebagian
besar dipengaruhi oleh organisasi administratif (birokrasi).
Organisasi administratif tidak hanya memengaruhi rencana
pemerintah secara keseluruhan, tetapi juga menetapkan cara
pelaksanaannya, karena birokrasi memikul tanggung jawabnya
mengenai pelaksanaan rencana tersebut.

Berdasarkan pernyataan Due (1985) tersebut di atas, maka
dapat dikatakan bahwa birokrasi mempunyai peran yang strategis
dalam menyusun anggaran pemerintah dan melaksanakan
kegiatan-kegiatan pemerintahan yang telah direncanakan.
Birokrasi mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi
besaran target atau alokasi anggaran. Di samping itu, birokrasi
mempunyai tanggungjawab yang besar dalam merealisasikan
rencana-rencana yang terdapat dalam kebijakan anggaran setiap
tahunnya.

Anggaran pemerintah ditetapkan setiap tahun, dalam
bentuk kebijakan anggaran. Menurut Richard A Musgrave dan
Peggy B Musgrave {1991, 6-15) mengatakan fungsi kebijakan
anggaran adalah fungsi alokasi, distribusi, stabilisasi, dan
koordinasi fungsi anggaran. Fungsi alokasi berkaitan dengan
penyediaan barang dan jasa publik, sehingga fungsi alokasi
terkait dengan fungsi pengaturan. Fungsi distribusi berkaitan
dengan penyesuaian terhadap distribusi pendapatan dan
kekayaan untuk menjamin terpenuhinya pemerataan dan
keadilan. Fungsi distribusi berkaitan erat dengan pencapaian
kesejahteraan masyarakat. Fungsi stabilisasi berkaitan dengan
peran penyeimbang dari kegiatan alokasi dan distribusi tersebut.
Sedangkan fungsi koordinasi anggaran berkenaan dengan
koordinasi anggaran secara horizontal dan vertikal.

Anggaran sektor publik memiliki karakteristik yang berbeda
dengan sektor privat. Kebijakan anggaran publik tidak berorientasi
kepada keuntungan finansial, namun lebih kepada pertanggung
jawaban pemerintah kepada masyarakat. Karakteristik anggaran
sektor publik dikemukakan oleh Sumarsono {2010: 48) sebagai
berikut:
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Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan
selain keuangan.

Anggaran umumnya mencakup jangka tertentu, satu atau
beberapa tahun saja.

Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen
untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.

Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang
berwenang lebih tinggi dari penyusunan anggaran.

Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi
tertentu.

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Sumarsono

terebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa karakteristik
anggaran sektor publik adalah pernyataan yang berisi rencana
yang dinyatakan dalam satuan keuangan atau satuan lainnya
dalam jangka waktu tertentu, yang telah disanggupi untuk
dilaksanakan dan telah mendapat persetujuan dari pihak yang
berwenang. Dengan demikian anggaran publik mempunyai
fungsi sebagai berikut: (Sumarsono, 2010:47)

L.

Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana
kerja.

Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan
dilaksanakan di masa mendatang.

Anggaransebagaialatkomunikasiinternyangmenghubungkan
berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antar atasan dan
bawahan.

Anggaran sebagai pengendalian unit kerja.

Anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan efektif
dan efisien dalam pencapaian visi organisasi.

Anggaran merupakan instrumen politik,

Anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal.




World Bank (1998) merumuskan prinsip-prinsip pokok dalam
penganggaran, yakni:

A.

Komprehenshif dan disiplin. Anggaran adalah satu-
sastunya mekanisme yang akan menjamin terciptanya
disiplin pengambilan keputusan. Karenanya, anggaran
harus disusun secara komprehensif, yaitu menggunakan
pendekatan yang holistik dalam diagnosa permasalahan
yang dihadapi, analisis keterkaitan antar masalah yang
mungkin  muncul, evaluasi kapasitas kelembagaan
yang dipunvai, dan mencari cara-cara terbaik untuk
memecahkannya.

Fleksibilitas. Sampai tingkat tertentu, pemerintah
harus diberi keleluasaan yang memadai sesuai dengan
ketersediaan informasi-informasi  yang relevan yang
dimilikinya. Arahan pemerintah pusat memang harus ada
tetapi harus diterapkan hati-hati, dalam arti tidak sampai
mematikan inisiatif dan prakarsa daerah.

Terprediksi. Kebijakan yang terprediksi adalah faktor
penting dalam peningkatan kualitas implementasi
kebijakan anggaran. Sebaliknya, bila kebijakan sering
berubah-ubah, maka hanya menghasilkan ketidakpastian
{uncertainty) yang sangat besar sehingga prinsip efisiensi
dan efektivitas pelaksanaan suatu program cenderung
terabaikan.

Kejujuran. Kejujuran tidak hanya menyangkut moral dan
etika manusianya, melainkan juga menyangkut bias yang
memunculkan ketidakjujuran, yang dapat berasal dari
aspek teknis dan politis.

Informasi. Informasi adalah basis kejujuran dalam
proses pengambilan keputusan yang baik. Oleh karena
itu, pelaporan yang teratur tentang biaya, output, dan
dampak suatu kebijakan adalah sangat penting.
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F. Transparansidanakuntabilitas. Transparansi Menyaratkan
bahwa perumusan kebijakan memiliki pengetahuan
tentang permasalahan dan informasi yang relevan
sebelum kebijakan dijalankan. Sedangkan akuntabilitas
Menyaratkan bahwa pengambil keputusan berperilaku
sesuai dengan mandat yang diterimanya dan siap
mempertanggunggugatkan atas tindakan yang diambil
oleh perumus dan pelaksana kebijakan.

Jenis-jenis Anggaran Sektor Publik

Jenis-jenis anggaran dibedakan menjadi 5 (lima) jenis, yakni
Line Budgeting, Incremental Budgeting, Planning Programming
Budgeting System, Zero Based Budgeting, dan Performance
Budgeting. Berikut dijelaskan karakteristik masing-masing jenis
anggaran.

Line Budgeting adalah penyusunan anggaran vyang
didasarkan pada dan dari mana dana berasal (pos-pos
penerimaan) dan untuk apa dana tersebut digunakan (pos-
pos pengeluaran). Jenis anggaran ini sering disebut sebagai
traditional budgeting dan relatif dianggap paling tua dan banyak
mengandung kelemahan. Adapun karakteristik jenis anggaran ini
adalah tujuan utama penggunaannya adalah untuk melakukan
kontrolkeuangan dansangat berorientasi kepadainput organisasi.
Kelemahan jenis anggaran ini adalah anggaran tersebut tidak
memberikan informasi tentang kinerja, namun semata-mata
hanya memberikan informasi dari segi administrasinya. Para
birokrat cenderung berusaha menghabiskan anggaran tanpa
terkait dengan hasil dan kualitasnya. Problema besar yang
dihadapi sistem line budgeting adalah effectiveness problem,
efficiency problem, dan occountability problem. Sistem Line
Budgeting tersebut pernah diterapkan semasa pemerintahan
era orde baru. Contoh penerapan sistem penganggaran line
budgeting tersebut adalah diterapkan oleh semua pemerintah
daerah di Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor




5 Tahun 1975 tentang pengurusan pertanggungjawaban dan
pengawasan keuangan daerah.

Incremental budgeting adalah sistem anggaran belanja dan
pendapatan yang memungkinkan revisi selama tahun berjalan,
sekaligus sebagai dasar penentuan usulan anggaran periode
tahun yang akan datang. Angka di pos pengeluaran merupakan
perubahan (kenaikan) dari angka periode sebelumnya.
Permasalahan vyang harus diputuskan adalah metode
kenaikan/penurunan (incremental) dari angka anggaran tahun
sebelumnya. Logika sistem anggaran ini adalah bahwa seluruh
kegiatan yang dilaksanakan merupakan kelanjutan kegiatan dari
tahun sebelumnya. Prinsip anggaran berimbang dan dinamis
merupakan contoh penerapan dari incremental budgeting.

Planning Programming Budgeting System (PPBS)
adalah suatu proses perencanaan, pembuatan program, dan
penganggaran yang terkait dalam suatu sistem sebagai kesatuan
yang bulat dan tidak terpisah-pisah, dan di dalamnya terkandung
identifikasi tujuan organisasi atas permasalahan yang mungkin
timbul. PPBS berusaha merasionalkan proses pembuatan
anggaran untuk mengatasi berbagai kelemahan tradisional (/ine
budgeting dan incremental budgeting). Penyusunan anggaran
dengan PPBS dilakukan dengan cara menjabarkan rencana
jangka panjang ke dalam program-program, sub-sub program,
serta berbagai proyek. Oleh karena itu PPBS dikenal pula sebagai
program budgeting. PPBS dianggap terlalu rasional dan terlalu
mahal dalam penyusunan anggaran.

Zero Based Budgeting {ZBB) merupakan sistem anggaran
yang didasarkan pada perkiraan kegiatan, bukan pada apa yang
telah dilakukan di masa lalu. Setiap kegiatan akan dievaluasi
secara terpisah. Dalam praktiknya, ZBB memeriukan banyak
paper work, data, serta menuntut sistem manajemen informasi
yang canggih. Hal ini merupakan hambatan utama dalam
penerapan ZBB.




Lahirnya ZBB merupakan jawaban atas rasionalisasi proses
pembuatan anggaran. Dalam ZBB, muncul apa yang disebut
sebagai decision units, yang menghasilkan berbagai paket
alternatif anggaran yang dibuat, sebagai motivasi bagi anggaran
pemerintah yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat
dan terhadap fluktuasi jumlah anggaran.

Performance-based budgeting atau Anggaran Berbasis
Kinerja (ABK) adalah sistem penganggaran yang berorientasi
pada output organisasi dan berkaitan erat dengan visi, misi,
dan rencana strategis (renstra) organisasi. ABK mengalokasikan
sumber daya pada program, bukan pada unit organisasi semata
dan memakai output measurement sebagai indikator kinerja
organisasi. Lebih jauh, pengkaitan biaya dengan output organisasi
merupakan bagian integral dalam berkas anggarannya. ABK
adalah teknik penyusunan anggaran berdasarkan pertimbangan
beban kerja (work foad) dan unit kerja dari setiap kegiatan
yang terstruktur. Tujuan dari penetapan output megsurement
yang dikaitkan dengan biaya adalah untuk mengukur tingkat
efisiensi dan efektivitas. Hal ini sekaligus untuk menjalankan
prinsip akuntabilitas, karena yang diterima oleh masyarakat
pada akhirnya adalah output dari proses kegiatan birokrasi. ABK
diterapkan di Indonesia sejak dikeluarkannya Undang-Undang
RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Salah satu
konsekuensi penerapan ABK adalah tidak digunakannya lagi
pengkategorian anggaran ke dalam anggaran rutin dan anggaran
pembangunan.Setiap program dapat dibiayai dari dua kategori
tersebut. Keuntungan yang didapat dengan mengalokasikan
sumber daya dalam program adalah untuk mengetahui kinerja
setiap program. Namun kendala yang dihadapi dalam penerapan
ABK adalah penetapan output measurement pada sektor
publik tidaklah mudah. Hal ini semakin terasa pada sejumlah
departemen atau dinas pemerintah yang berkaitan dengan hal-
hal yang bersifat abstrak.




Struktur Anggaran

Komponen anggaran meliputi pendapatan dan belanja.
Berikut adalah komponen pendapatan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara:

A. Pendapatan negara dan hibah
l.  Penerimaan dalam negeri
1. Penerimaan perpajakan
A. Pajak datlam negeri
B. Pajak perdagangan international
2. Penerimaan negara bukan pajak
A. Penerimaan SDA
B. Bagian laba BUMN
C. PNBP lainnya
D. Sisa surplus Bl
It. Hibah
B. Belanja negara
|. Belanja pemerintah pusat
Belanja pegawai
Belanja barang
Belanja modal
Pembayaran bunga hutang
Subsidi
Belanja hibah

Bantuan sosial

o N o AW N

Belanja lainnya
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ff. Transfer ke daerah
1. Dana perimbangan
2. Dana otonomi khusus dan penyesuaian
C. Keseimbangan primer
D. Surplus/defisit
E. Pembiayaan
|.  Pembiayaan dalam negeri
1. Perbankan dalam negeri
2. Nonperbankan dalam negeri
Il. Pembiayaan luar negeri
1. Penarikan pinjaman luar negeri
2. Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri

Sedangkan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerzah
adalah sebagai berikut:

[ PENDAPATAN

* Pendapatan Asli Daerah XXX
» Dana Perimbangan XXX
* Lain-lain pendapatan yang sah XXX + XXX
II | BELANJA
* Belanja langsung
XXX
* Belanja tidak [angsung XXX + XXX (-}
SURPLUS/DEFISIT XXX
II |PEMBIAYAAN
¢ Penerimaan Pembiayaan
XXX
* Pengeluaran Pembiayaan xxx (-}
PEMBIAYAAN NETTO XXX {-}

SiLPA XXX




Pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja {Performance-
based Budgeting)

Secara umum, penganggaran nasional berkaitan dengan
perencanaan pembangunan. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjamin
terciptanya konsistensi dan keterkaitan antara perencanaan
pembangunan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan
pengawasan. Keterkaitan tersebut dapat dilihat pada Gambar
14.1.

UU No. 25/2004 UU No. 17/2003 UU No. 802003
UU No. 01/2004

PERENCANAAN » PENGANGGARAN PELAKSANAAN
Bappenas : Dept Keuangan Departemen,LPND
¥ R S Y rmtm—ma g ) Y
PENGAWASAN

Intern: BPKP, Irjen, Bawasda
Ekstern: BPK, XPK, Masyarakat

UU No. 15/2004 (BPKP)
LU No. 80/2003 (BPK, Itien, Bawasda)

Gambar 14.1

Keterkaitan Perencanaan Pembangunan, Penganggaran, Pelaksanaan
dan Pengawasan

Undang-Undang Rl No. 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada dasarnya
mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan merupakan
satu kesatuan dalam pembangunan nasional, baik pada tingkat
daerah maupun nasional. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga
kesinambungan pembangunan nasional serta dapat mendorong
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efektivitas dan efisiensi melalui sinkronisasi dan peningkatan
sinergitas antara program pembangunan pusat dengan daerah
serta pembangunan lintas sektor di daerah. Keterkaitan tersebut

dapat dilihat pada Gambar 14.2.
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Gambar 14.2. Alur Perncanaan dan Penganggaran
Keterangan Gambar 14.2:

1. RPJP Nasional  =Rencana Pembangunan langka Panjang

Nasional)

2. RPJP Daerah = Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah

3. RPIM Nasional  =Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional

RPIMD Daerah  =Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah

5. Renstra K/L = Rencana Strategis Kementerian

Lembaga

198




6. Renstra SKPD =Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat

Daerah
7. Renja K/L = Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
8. Renja SKPD = Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah
9. RKP = Rencana Kerja Pemerintah
10. RKPD = Rencana Kerja Pemerintah Daerah
11. RAPBN = Rencana Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara

12. RAPBD = Rencana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah

13. RKA K/L = Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian/Lembaga

14. RKA SKPD = Rencana Kerja dan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah

15. KU = Kebijakan Umum Anggaran

Secara umum, manajemen keuangan sektor publik
mencakup seluruh kegiatan vyang meliputi perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban,
dan pengawasan. Pelaksanaan anggaran berbasis kinerja
merupakan mekanisme penganggaran yang menjadikan kinerja
dan pencapaian hasil sebagai wujud pertanggungjawabannya.
Pada penerapannya, pelaksanaan anggaran memerlukan
standarisasi sebagai tolak ukur kinerja, agar pengukuran
pertanggungjawaban kegiatan atau pelaksanaan anggaran tidak
bias. Penatausahaan keuangan, sebagai bagian dari manajemen
keuangan publik baik pada pemerintah pusat dan daerah
memegang peranan dalam proses manajemen keuangan secara
keseluruhan.

Pelaporan keuangan sebagai hasil pelaksanaan anggaran
dilaksanakan pada semester pertama dan 6 {enam) bulan
berikutnya. Pejabat pengguna anggaran menyampaikan laporan
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realisasi semester pertama serta pognosis untuk 6 (enam)
bulan berikutnya. Pemerintah mewajibkan instansi pemerintah
mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBN/APBD dalam
bentuk Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja. Menurut Pasal
5 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 dikatakan bahwa
Laporan keuangan pemerintah pusat/daerah setidak-tidaknya
terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran;

2. Neraca;

3. Llaporan Arus Kas; dan

4, Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan Kinerja berisi tentang keluaran dari masing-
masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing
program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan
APBN/APBD. Bentuk dan isi Laporan Kinerja disesuaikan dengan
bentuk dan isi rencana kerja dan anggaran. Laporan pelaksanaan
penggunaan anggaran disampaikan Presiden dan kepala daerah
sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD di depan
siding DPR/DPRD.

Permasalahan dalam Implementasi Anggaran Berbasis
Kinerja

Penerapan anggaran berbasis kinerja (perfomance-based
budgeting} dimulai sejak ditetapkannya Undang-Undang RI
No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Permasalahan
yang sering dijumpai dalam menerapkan anggaran berbasis
kinerja adalah fleksibelitas yang rendah vyang menyulitkan
merealisasikan program dan kegiatan apabila terjadi perubahan
harga di pasar dan kurang menekankan aspek outcome. Dalam
beberapa kasus, ABK cenderung kaku dan kurang menjawab
permasalahan yang menjadi kebutuhan masyarakat. Sebagai
contoh: kegagalan paket-paket pembangun infrastruktur kota




yang disebabkan oleh adanya perubahan harga bahan bangunan
di pasaran, yang menyebabkan harga proyek jauh di bawah harga
pasar sehingga terjadi gagal lelang. ABK juga cenderung hanya
memfokuskan pada program dan kegiatan , yang disusun untuk
jangka waktu lima tahun tanpa memperhatikan perkembangan
vang teriadi dalam masyarakat. Dengan demikian hasil program
dan kegiatan tersebut kurang dapat dirasakan manfaatnya oleh
masyarakat. Padahal anggaran daerah selayaknya disusun untuk
mengatasi permasalahan masyarakat daerah, yang tercermin
dari prioritas yang telah disusun.

Anggaran sektor pemerintahan disusun untuk memenuhi
“kesukaan-kesukaan” masyarakat sebagaimana dikatakan oleh
Due (1985:7). Anggaran juga mempunyai fungsi mengalokasikan
barang danjasa publik sebagaimana dikatakan oleh Musgrave dan
Musgrave (1991:6). Menurut Osborne dan Hutchinson (2004:66)
performance-based budgeting termasuk dalam kelompok
anggaran traditional agency-based and cost-based budget (old
game), yaitu menggunakan angka anggaran tahun sebelumnya
sebagai dasar untuk menambah atau mengurangi anggaran tahun
yang akan datang. Dasar yang digunakan untuk menetapkan
besarnya anggaran tidak berangkat dari permasalahan atau
kebutuhan masyarakat, sehingga mengakibatkan kesalahan
dalam pengambilan kebijakan. Performance-based budgeting
yang disusun oleh staf, eksekutif, dan legislatif menggunakan
data yang diperoleh dari pengukuran kinerja institusi sebagai
dasar penggunaan uang.

Padahal menurut Osborne dan Hutchinson {2004:65)
outcome-based budgeting sebagai “the new game, which we
call budgeting for outcome, has no concept of “base”. Last year’s
number is not an entitlement, and there is no argument about
adding to or subtracting from it”. Outcome-based budgeting tidak
berdasarkan pada basic anggaran tahun sebelumnya. Outcome-
based budgeting disusun berdasarkan prioritas pemerintah yang
diputuskan bersama mempunyai manfaat langsung terhadap
kesejahteraan masyarakat.
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Pertanyaan untuk latihan

1. Jelaskan pengertian anggaran!

2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan fungsi alokasi dalam
kebijakan anggaran!

lelaskan karakteristik anggaran sektor publik!
Jelaskan pengertian incremental budgeting!

Jelaskan kendala penerapan Anggran Berbasis Kinerja!
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Jelaskan prinsip-prinsip pokok anggaran menurut World
Bank!







